PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 614 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 621 TAHUN 2013
TENTANG PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS PELAKSANAAN
PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 621 Tahun 2013,
telah ditetapkan mengenai pembentukan tim gugus tugas
pelaksanaan penghematan energi dan air;

b. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan
penghematan energi dan air terkait pengganggaran pada setiap
tahunnya, maka Keputusan Gubernur Nomor 621 Tahun 2013
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan
penyempurnaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 621 Tahun 2013
tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Pelaksanaan Penghematan
Energi dan Air;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus l|bukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;



Menetapkan
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi
Energi,

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi
Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar
Minyak;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13
Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14
Tahun 2012 tentang Manajemen Energi;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15
Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Penghematan Energi dan Air;

Keputusan Gubernur Nomor 621 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Tim Gugus Tugas Pelaksanaan Penghematan Energi dan Air,;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR NOMOR 621 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM GUGUS TUGAS PELAKSANAAN PENGHEMATAN ENERGI DAN
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Pasal |

Ketentuan diktum KEEMPAT dalam Keputusan Gubernur Nomor 621
Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Pelaksanaan

Penghematan Energi dan Air, diubah sehingga diktum KEEMPAT
berbunyi sebagai berikut :

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan dalam Keputusan Gubernur
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).

Pasal Il

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2014

NUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
+BUKOTA JAKARTA
RETARIS DAERAH,

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2.Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4.Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7.Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10.Tim Gugus Tugas Pelaksanaan Penghematan Energi dan Air
Provinsi DKI Jakarta



